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D 'daiam Ilmu Hukum d;kenai adanya suatu persangkadn Bk
Pres mptia LIH’EX) elde !u e yang 31};3 diartikan sécira bebas adalah’ ‘mgfrcipanf
bahwa setiap orang fall hukum, Berdasarkan prasangkaan itu, setiap
peraturan perundangan agar mengxkdt semua orang diseluruh negara perly
dxiempatkan di dalam Lembaran Negara Trachsx demikian dikembangkan di
negara-negara Eropa kontmentcﬁ Oleh karena sistim hukum Indonesia
mengzkuti sistim Eropa honimentai tmdisl demikian jugaa’ diWﬁI‘lSl oleh
Indonesia. Itu}dh sebabnya di baman akh}r penmdam—undangan Indonesm}
terdapat _ kahmat yang. kurang IEblh berbuny; "Agar setlap omncr_'
mengetahmnya memermmhkan pengundangan undang—undang ini deng;m
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”.

Kalimat demlklzm merupakan realisasi dari Presumpt:o Iures et de Iure '
Pada kenyataannya seteiah perandang ‘undangan ditempatkan di dalam
Lembaran Negaia iiddk semua orang tahu adanya peraturan tusebut
}dngankan orang awam para ahh hu}{um baik yang diperguruan tinggi,
praktisi, atau yang menjadl birokrat kalau peraturan itu tidak menyangkut
bidangnya, sekahpun sudah lama dltempqtkdn di Lembaran Megara tetap
tidak mengetahuinya apalagi memcﬁaammya _Akan tetapi apabila terjadi
peiang varan ferhadap peraturan yang teldh dltempatkan didalam Lembaran
Negara itu, tidak ada alasan bagi siapapun unmtuk menyatakan tidak
mengetahm peraturan pewndangan demiklan Alasan semacam it tidak akan
menng,ankan apalagx membebaskan pelzsnggaran mesktpun pada Lenydtaanny'z
memang peian gar tidak mengetahui adanya peraturan yang dilanggar
tersebut Dengan demlkmn D}fésm_npz‘io_ _Ia_'res et de Iure tak lain hanya
merupdkan hkm hulkum.

Mamun, tanpa. fiksi hukum, hakum tzdak dapai beroperasi. Akan tetapi
dilain pihak, fiksi hukum harus. dnmban&i dengan informasi hukum. Bagi
orang awam yang melakukan pelanggaran atas larangan-larangan yang tidak
d;iaham;ﬂya mumandanﬂ hukum sebagai sesuatu yang kejam yang menakut-
kan oieh karena tidal addnya informasi hukum yang akurat. Akibatnya, ada
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" kesan bahwa negara bersifat sewenang-wenang. Sebaliknya, jika peraturan

itu berisi pengaturan, lebih-lebih itu mengenai bidang yang rumit yang hanya
difahami oleh mereka yang.ahli qaja sedangkan yang ahli dalam bidangnya
juga tidak mendapat mformasz yang.lengkap mengenai. masalah tersebut,
dapat dibayangkan betapa tersendatnya penyelenggaraan penerapan hukum,
Sebagi contoh, ketentuan hukum tentang Hak-hak Milik Intelektual, tidak
semua sarjana hukum dapit membedakan antara ‘Hak cipta, Paten, dan
‘Merek. Masalah ini hanya dapat difahami oleh mereka yang memang ahii
datam bmanf? itu saja tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai
.pera‘mmn—peratumn di bidang hak milik intelektual, mereka yang ingin
mendapmkan jasa ahli. terpaksa membayar lebih banyak untuk mendapatkan
informasi itu dzsampmg juga memeriukan tambahan waktu untu%: memper{
oleh mformasz ‘bélum lagi pangurusannya X
Di dalam. duma bisnis, informasi merupaﬁrm sesuatu yang menentukan
Kecupamn m;ormd‘;i bukan hanya berarti™ penurunan bzaya produksi,
melainkan j Jjuga terbukanya kesemp&t&n untuk melakukan "new eniry” atau
mumhuat produk -produk baru vang dapat meankatkan daya saing. Hal itu
berarti juga memungkmkan perusahaan itu meningkatkan kmerjanya
Sebaliknya, keiambanam informasi disamping akan meningkatkan biaya
produksi juga membuat perusahaan tidak bisa bersaing. Jika mata rantai ity
diteruskan pada akhirnya subenamya yang paling menderita adaiah konsumen
karena pada dasarnya para pelaku bisnis tidak mau menderita kerugian
behmgg& semua beban produksi dialihkan kepada konsumen dalam bentuk
harga yang tinggi. Sedangkan apabila dilihat dari sudut perdagangaan
internasional, perusahaan domestik yang tidak mempunyai kecepatan dalam
menddpatkan informasi akan kalah bersaing dengan peruc;dhdan asing yang.
mempunyal akses untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat.
Informasi hukum merupakan Sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan
bisnis. Pada prinsipnya, transaksi bisnis dimulai dengan hukum, yaitu
dimulai dengan kontrak. Sebelum kontrak dibuat terlebih dahulu ahli hukum
nmmm;msmg pihak mempeiajdn hukum yang menguasai obyek perjanjian,
Bilamana transaksi itu bersifat internasional, lebih banyak bidang hukum dari
negara pihak pelaku bisnis yang harus diperhatikan, misalnya masalah
perpay&an E«cebl‘iakmndam publik dalam hal penyelesaian perselisthan melalui
arbitrase, perundang-undangan anti-monopoli, perbankan, dan lain-lain.
Apabila informasi mengenai masalah-masalah itu sulit didapatkan, para ahli
hukum akan minta bayaran yang tinggi dan dalam menghadapi tuntutan
sepertl jtu tentu saja perusahaan akan mempunyai dua pilihan, yaitu
memenuili tuntutan biaya tersebut dengan akibat mengalihkannya kepada
konsumen dalam bentuk harea jual vane relatif tineei kalau memane dirasa
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dapat. bersamg, atawstidak melakukan hubungan dagang sama. seical; dencan
-basnm darinegara yang informasi hukumnya sulit didapatkan. - :

Begmz pula halnya dn,ngan investasi.. Investor yang akan. menanamk __n
modalnfa di- suatu negara, terleblh dahulu peﬂu mendapatkan ke}eiasan
-mengenai.. hukum negara; tugiian penanaman modal: Tiadanya informasi
hukume yang memada; berak;bat keengganan mvesmr untuk menanamkan
m{)ddlﬁyd di negara - iersehut Hai i ~dapat dlmengert; karena. proyek
. penapaman moddl merupakdn proyek yang beresiko -tinggi. Investor tentu
. sajatidak akan bersedia. meiepaskan modamya manakala tidak ada kejeiasan_
| mengenal aturan- aturan yang ' ‘membuat dia aman: Apablla txdak mengetahux
-adanya ‘aturancaturan tersebut, jelas-investor tidak akan bergerak menanam-
‘kan:; m@dalnya di-negara itu. Oleh karena_itulah ‘peraturan-hukum sebaik
.apapun dibuat tanpa disertai denvan informasi hukum yang muda‘n dxperoleh
:te?:aP saja akan tidak melancarkan: transaksi bisnis. . -

+.Sebagaimana diketahui, iitrk berat pembangunan Indenesm dalam PJ P 1
dsietak:_kdn pada b.:dang_eko_n(}ml Untuk menunjang pembangunan tersebut,
‘pada masa PIP I telah banyak- dilakukan pembenahan hukum dalam bidang
-ekonomi meskipun masih'lebih banyak lagi yang harus disempurnakan dalam
era PJP IL:Disamping penyempurnaan. substansi peraturan-hukum yang
memang . sudah :tidak: bisa ditunda-tunda lagi, kegiatan itu perlu dibarengi
dengan pembenahan dalam.penyampaian informasi hukum. Sebab, sebagai-
mana telah diutarakan baik apapun hukumnya, kalau tidak dikomunikasikan
atau sulit diketzhui, juga akan menghambat transaksi bisnis yang akibatnya
akan tidak menunjang pembangunan ekonosni. Lebih-lebih dalam PIP 1l:ini
investasi merupakan faktor yang sangat diperlukan. Begitu pula pengerahan
dana masyarakat melalui Pasar-Modal juga merupakan bagian yang penting
dalam bidang pembiayaan pembangunan. Belum lagi faktor-faktor bidang
produksi, misalnya teknologi, dalam hal ini paten, harus diberikan informasi
yang akurat agar pemilik teknologi tidak khawatir kalau hasil penemuannya
tidak dibajak. Keamanan demikian diperlukan agar perusahaan-perusahaan
asing bersedia membangun proyek Research and Development (R & D).yang
pada gilirannya akan merangsane wr;admya alih teknologi yang lebih cepat
ke Indonesia.

Dari uraian di muka ~;elaslah makna pentingnya informasi hukum. szss
hukum yang berasumsi setiap orang mengetahui hukum adalah juga landasan
konsep pemikiran ekonomi terhadap hukum. Konsep ini menyatakan bahwa
apabila keberadaan hukum baru diketahui atas suatu tindakan yang sudah
berlangsung, maka keberadaan hukum itu tidak berdampal: apa-apa atas para
pihak ynag melakukan tindakan itu. Analisis ekonomi atas hukum selanjuinya
menyimpulkan bahwa suate ancaman hukuman yang tidak jelas dikomuni-




: 302 e e e o : ffukum déﬁ'.}}e’n}baﬁggggﬁ

kasikan bukanlah ancaman. Sehingga denﬁ'an -demikian effek *ancaman
hukuman dari ‘ketentuan hukum dan perundanwan di: dalam; sistim hukum
'yang berfungm baik ‘akan. berdampak positif atas setiap: transaksi ekonomi.
“Akhirnya, analisa ekonomivatas hukum menekankan’ pada biaya penyediaan
informasi. Nilai suatu- kerangka kerja hukum: ekonomi ‘akan mengekono-
‘miskan pencarian ‘informasi oleh setiap individu. Tanpa kehadiran informasi,
‘bidya. fransaksi ek0n0m1 akan tmogz yang selanjutnya menjada penghaiamg K
_ '-'bael eﬁsxenm ekonomi, e Ny
_ Efe}ctlfitas dari. kerangka kerja hukum ekonomx sangat tergantung pada :
'kemudahan memperoleh dan memahami hukum: Apa‘olla ketentuan hukum
dan’ prosedur ‘menerapkannya tidak: jelas; hal ‘ini berakibat pada ketidak
‘pastian‘dan ketidakkonsistenan penerapannya. Efisiensi sistim peradilan den
‘proses beracara di pengadilan sangat bergantung pada tersediannya informasi
hukum. Ketentuan hukum yang luas diketahui -serta penyebarluasan putusan
pengadilan, membantu menjamin applikasi yang konsisten darihukum. Akses
tuas: ‘pada informasi “hukum ‘memungkinkan ‘para - ‘legislator, ‘penentu
-kebijaksanaan ekonomi gerta biro-biro hukum Pemerintah untuk memahami
“dan ‘menguasai  ketentnan hukum yang berlaky yang pada ‘gilirannya
membantu ‘mereka:menghindari kemungkinan membuat kebijaksanaan yang
tidak konsma:en dan saling bertabrakan dalam pengembangan hukum.

Tiadanya informasi hukum berdampak pada ‘kurangnya kepercayaan
masyarakat pada sistim dan kelembagaan hukum. Secara ekonomi, keadaaan
ini menimbulkan inefisiensi dalam transaksi ekonomi dan bahkan mengarah
pada perbuatan ‘curang  dalam kegiatan- ekonomi- yang pasti merugikan
masyarakat-umum. Apabila kita amati, banyak kasus tindak pidana ekonomi
yang‘timbul di tengah-tengah masyarakat antara lain disebabkan oleh sistim
dan perangkat kelembagaan hukum yang lemah disamping adanya kecen-
derungan ‘para pensgak hukum hanya mengandalkan pada penerapan segi
formalitas dari ketentuan perundangan yang berlaku. Dampak negatifnya
adalah’ terusiknya rasa keadilan masyarakat yang bermuara pada kondisi
ketidak percayaan masyarakat pada lembaga peradilan dan profesi hukum.
Contoh “paling mutakhir adalah kasus penggelapan restitusi - pajak (tax
evasion) yang diputus bebas murm oleh Pengadxlan Negeri Surabaya baru-
baru ini. '

- ‘Dalam konteks inilah kita mengupayakan menokap permasalahan
mendasar yang dihadapi sistem hukum kita dewasa ini. Kenyataan
menunjukkan bahwa akses masyarakat kepada peraturan perundangan dan
informasi hukum pada umumnya sangat terbatas. Keadaan ini menimbulkan
hambatan yang sangat besar bagi kelangsungan kerangka kerja hukum yang
efektif. Permasalahan yang dihadapi mencakup, pertama, banyak peraturan
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dan ketentuan hukum, pumsan pengadilan dan informasi hukum lainnya tidak
tersedia; kedua, mesklpun telah banyak’ upaya bagi pembeniukan hukum
daiam bentuk pe-nbuatan peraturan pemndangan upaya ini diperkecil artinya
oleh tatacara penyampaiannya kepada masyarakat:umum, Tidak ada metode
resmi. bagi proses pembenmkkan n. pembuatan peraturan perundangan
dalam batasan jangka wakiu vang kongkrlt dan disamping itu banyaknya
ketentuan hukum dan perundangan yang berdiri sendiri cara atau metode
yang mampu merekontruksi perangkat hikum tersebut ke dalam suatu kesa-
fuan peranokat yang rasmnal A};ibatnya adaiah para pengusaha, prakiisi
hukum, penegak hukum dan anggota masyarakat dibiarkan secara sendiri
mengamb;i kesimpulan tentang apa arti hukum dan bagaimana hukum i
ditegakkan. Dari’ sudut pandan@ ekonom; ‘suasand ini berdampak sangat
merugikan -~ karena kondisz ini berarta ketxdak pastaa"z hulkum yang
mengakabatkan biaya dan’ Tesiko tmggl ‘yang temiu saja menghambat
produkrivitas ekonomi. Dam apa yangs dlkemukakan tersebut dapai dikatakan
bahwa 1nform351 hukum mempakan bagian yang tak terpisankan dari
Kegiatan bisnis. Oleh karena its beralasanlah kalau Economic Law and

Improved Procuremem Sysrems Pro;ecf (?royek ELIPS) Kantor Menko
* EKKU dan WASBANG, disamping menggarap substansi hukum dalam kom-
ponen Law Developmeni, juga memasukkan Legczl Information Systems
sebagai salah satu komponen yang periu dlkerjakan bersama-sama dengan
BPHN, Departemen Kehakiman, Sekrstariat MNegara, PDH Universitas
Indonesia dan Departemen Keuangan. Demonstrasi sistim jaringan informasi
hukum yang telah kita saksikan bersama adalah langkah permulaan dari
upaya keperduhan kita semua, cii lingkungan Pemerintah untuk memper-
baharui dan membangun hukum sebagai salah satu infrastrukiur pembangun-
an banﬂsa vang berkelanjutan melalni penciptaan sistim jaringan informasi
hukum Denoan jaringan mforma31 hukum diharapkan setiap anggoia
masyarakat dan pelaku bisnis dapat dengan mudsh mempunyai akses ter-
hadap hukum sehingga memberi kepastian dan prediktibilitas hukum atas
setiap transaksi bisnis yang akan berdampak positif pada efisiensi dan
produktivitas uszha yang selanjutnya akan memberikan kesejahteraan kepada
masyarakat konsumen. Dengan demikian dapatlah kita wojudkan perangkat
dan ketentuan hukum yang benar-benar kondusif pada kegiatan ekonomi
yang menjadi tumpuan pembangunan nasional bangsa. Semoga harapan ini
dapai terwujnd.






